
RUPATI SUKAMARA
PROV1NS1 KALIMANTAN TENGAH

PERATUEtAN BUPATI SUKAMARA
NUMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ALGKASI BAGi HASIL PAJAK DAERAH DAN RETR 3 DUSI DAERAH KEPADA DEHA
TAHUN ANGOARAN 2025

ENGAH RAH MAT TUHAN VANG MAHA ESA

RUPAT1 SUKAMARA,

Menimbang : bahva dalam rangka mclaksamakan ketentuan PasaJ 97 dan
Pasal 99 Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undoing Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Und&ng Humor 6 Tahun 2014 tentane Desa sehagaimanfl teJah
beberapa kali diubah terakhir dengan Perstunan Pemertntah
Nomor 11 Tahun 2019 tcntang Perubahaji Kedua Atas Peraturan
Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu mcnctapkan Peraturan
Bupati tcntang Alokasi Bagi Hasi ) Pajak Dacrah dan Retribusi

aerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat ; 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kahupaten Seruyan , Kabupatcn
Sukamara, Kabupaten Utmandau, Kabupaten ftunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, KabupaUcn Mumng Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tcngah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang ^ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa iLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Notnor 7 r Tairtbdhan
Umli^nin Neg^ rn Republik Indonesia Nomor 54951 sebagaiirtajia
tclah bebenapa kali diubtth terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tcntang Ptrubahan Kcdua Alas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, T^mlMihail Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69 E 4);

1



3. U ndang-U ndang Nomor 23 Tahun 20 3 4 uenrang Pemfcrintfd'ian
Daerah jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lcmbttrfln Negara Republik Indonesia
Nomur 5587] , yebagalmana tclah diubah bcbcrapa ka]i terakhir
dengan Undang- U ndang Nomor 6 Tahun 2028 Ten rang
Pcnctapan Pbraturan Ptmerimah Fenggami U ndang- Unhang
Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Dipla Keria menjadi Undang-
Undang [Lem ha ran Negara Republic Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tajnbaha.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6fi56);

4. FeralUran Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Fdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ientang Desa
( Lcmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambaban Le mbsran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagpimana lelah lieberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Femeriniah Nomor 1 I Tahun 2019 tentang Pcmbohan
KedUa Alas Peraturan Pcmcrintnh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peranjrftn PelaJcuanaan U ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41p Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5. Peraturan Memeri Dalam NcsJjeri Nomor 20Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangfcn Deaa (Berila Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Numur 611);

6. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawastui Pengclolaan Keuangpn Desa fBetita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 T^ hun 2010
tentang Bea FeroJehan Hak Atas Tinah dan Ban^unan fBPHTB)
fLenibaran Diitrah K&bup&ten SukamaraTahun 2010 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012
leniang Pajak Bumi dan Bangunaji i’erdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retributii Daerah ( Ejembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Numur 1, Tambahan
Lem ba ran Daerah Kabupaten Sukamara Numur 110);

10 , Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);

MBMUTUSKAN]

Mcnctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAG] HAS1L
PAJAK DAERAH DAN RETRIED31 DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalaxn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1T Rupy. Li acJrtlah Bupati Sukemara .
2 . Daerah adaJah Daerah Kabupaten Sukamara,

3. I^merintahan Dae rah adaJah pcnyeEenggaraan yruMan

pemerinEahan olch pemerintah daerah dan dcWatt penvaitilfin
rakyat daerah tnenurut asas atonorcn dan tugas pcmbantuan
riengsn prinsap cuonomi setuas-luasnya daJam sistem dan
primsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seh>agaimaiia
dimaksud dalam Unriang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahttn 1945.

4. I’emcrinta.h Daerah adafah kepala daerah aehagai. unsur
pcnyclcnggara Pemerintahan Daerah yang mcmimpfel
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otononv

5.. Kecamatan ada hah wilayah kerja Camat sebagai Pcrangkat
Daerah Kabujia Leu /Kota .

6. EJeftd adalab kesaru&n masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang bcrwenftng untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asaJ usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dlftormati
dalam sistein pemenntahan Negara Kcsatuan Rcpubtik
Indonesia .

7. Fenwiintahfln Desa adalab penyeLenggaraan urusan
pemehnt^han oleh pemerintah Desa dan Badan
Pcrmu*yawaratan Desa daiam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berda&arkan asal uaul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati daiam Sistem
Pemerintahan Negara Kcsfituan Rcpublik Indonesia .

8. Pemerintah Desa adalah KcpaJa Desa dan Rerangkat Desa
sebagai unsur penyeEenggaraan I*emcrintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepaia Pemerintah Desa yang dipilih
langsungokh dsn dan penduduk desa Warga Negara ftcpublik
Indonesia mrlalui pemilihan Kepa] n Desa.

10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah ktija kecamatan yang da Lam
pelakaanamr tugasnya memperaleh pclimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani scbugiai] urusan
otonomi daereh, dan penyelenggaraan tugas umum
ptrmericLLnhan.

11. Radan Permusyawaratrin Desa sclanjutnya disingkal RPD
adalah Lembaga yang mcrupakan perwujudan demokrasi
daiam ponyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai UflSUf
pcnyclcnggara Ptineriniahan Desa.

12 . Lcmbaga KtmasyajaJcutan adalah lembagp yang di bentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebuiultan dan merupkan mitra
pemerintah desa daiam mem herdayaka n masyarakat.
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13, Hekening Kas Dcsa yang selanjutnya disingkat RKD adakth
rekening tempat mcnyinopan uang pemerintah desa yang
mcnitmpung seLiiruh penerirnuan draw dan digumikHn unLuk
mcmbeyar seluruh pengeluarBn dcsapuda bwnkyaTigdiceltipkttri .

14. Aparat Pcngawasan Intern Pcmcrmtah Kabupatcn adalah
Lnspcktorat Dacrah KabupatUn Sukamara .

BAB II
R1NCIAN BAG1 HASIL PDRD

Pdsal 2

|1) Besamys liagi basil PDRD dialokasikan paling seel Ek it 10%
(acpuluh persen} dari prmtksi realisasi penerimaan ha&H PDRD
TAHUN Anggaran 2025.

(2] Alokasi tJagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud padu ayal ( lj
ditetapkan sebesar Rp 2.094.000.000,00 jdua miiyar sembitan
ratus sembiian puluh empai juta mpiah), dengan rincian
sebagai berikui:
a . Alokasi pajak daerah sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (due

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ,

b, Alokasi rciribusi daerah sebesar Rp. 244,000.000f00 (dua
ratus empat puluh cm pat juta rupiah ) .

(3) Ptngalokasian bagian dari basil PDRD sebagaimana dimaksud
pad a ayat [1] dllakukan berdasarkan ketentuan:
a. Alokasi Dasar sebesar B0% ^delapan puluh persen) dari

totaJ realisasi PDRD Ka hupsten dibagji secara meraca
k^padfi sclumh dcaa; dan

b. Alokasi Formula sebesar 2CDi> (dua puluh persen) dibagi
sccara proporsional dari realisasi pcncrimaan basil PDRD
dari dcsa masing-masing,

(41 Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {3] huruf h menggunakan Rea lisas L Fenerimaan Pajak
Bum! dan Bangunan Ptrdesaan dan Ferkotaan.

(5} Rumus perhitungsn Alokasi Bagi Haail PDRD yairu :
Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerab = ADp+AFp
AFp= RPPDRDp x RPPDRDK/ 100
Alokasi Bagi Hasil Rctribusi Dacrah = ADr-*-Afr
AFi- RPPDRDr x RPPDRDK/ 100
Keterangan :
ADp : Alokasi. Dasar Pajak Daerah
AFp : Alokasi Formula Pajak Daerah
A Dr : Alokasi DHSUF Retribuai Daerah
AFV ; Alokasi Formula Retribuss Daerah
RPPDRDp : Realmsi Pcnerimaan PDRD Pajak Dacrah
RPPDRDr ; Rea lisasi Fenerimaan .PDRD Retribuss Dacrah
RPPDRDk : Rcalisasi Pcncrimaan PDRD Kabupaten

jS) Besaran nnciun alokasi hagi hesil PDRD masing - masing desa,
sebagaimana tercan turn dalam Lam pi ran I dan Lampfran II
yang merupakan bagian tidak trrpis^ bkan dari Peraturan
Bqpati ini ,
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BAB III
MEKANISME PENYALURAN

PasaJ 3

(1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilrikukan
melalui pemlndabbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa [RhX>).

{2) Penvuliirun PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat ( I )
ditaksanakan secara bertshap, dengan ketentuan scbagai
bcrikul ;

a. tahap 1 paling cepat bijlan Januari dan paling lacnbat
minggu kctiga bulna Juni wbcssr R0% (delapan puluh
per'sen) ;

h , tahap 13 paling cepal bulan Juni dan paling Ismljat minggu
ptrittm.a bulan Destmber aebesar 20% (dua puluh person),

(3| Pcnyaluran PDRD Tahap I dilakukan scLciah Kepaia. Drya

mcnyampaikan ;
a. Surat J ’trmohonan Fcnyaluran
b . Peraturan Dcsa mcngcnai APR Desa;
C , Lapnran realisasi pcnycrapan dana h& gi basil PDRD tahun

anggaran sebelumnya.
{ 4} Fetiyaluran PDRD Tahap 11 dilakukan selrlah Kepala Desa

mrnyampyik&n -
a. Sural Permohonan Penyaluran
b. Laporan nc^lisaM pcnyerapan sebesar 75% {tujLah puluh

iinia pcracn} PDRD S&tnp^ dengan tahap l,

(5) Format laporan ncalisasi penyerapan dan capaian output dana
bagi hasi] PDRD schagaiman a [iimaksud pada ayat (3) huruf b
scliagaimana tercantum datam Ltunpinan [ Ei yang merupakan
httgi^ n l.idak lerpisahkan dan Pefp.turan ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Basal A

(1) Dana bagi basil PDRD digunakan unLuk meningkatkan
pcnvT-ltriflgaraan pemerintahan Dcsa , pcmbanguh&n Desa.
pom binaan kemssyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa strsuyi dengan kewcnangan Desa

f 2] Fenggunaan dana Bcbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dinnggarkan dalam APR Desa .

BAR- V
P ERTANGOU MGJA WA BAN

Pasal 5

( I ) Pcrtanggungjawaban penggunaan dans V*agi basil PDRD
merupakan aaLU kes&tuan dengan pcrtanggangjawaban ABB
Desa.

wajib mcnyampaikan laporan
pcrtanggungjawaban pcnggunaan dana bagi hasil PDRD
kepada TJupati melalui Camac .

(2) Pcmerintah Desa
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Pasftl 6

Da Lam ha! Kepala Dean trrlumbat eA&M

Japoran pwtHngEUnflawsban^bagHimana dimuksud dfllam t'aaal

5 aval 12) , Bupati dapat menunda penyaiuran dans snmpai "San

disampaikannya laporan pcitan^ungjawaban peoffiutuwn <lana

tidak menyampaikrtn

bagi hasil PDRD-

BAB VI
PRMBINAAN DAN PENQAVASAN

Pasal 7

menyelengfiara kan urusHiiDaerah yangI L \ PtrtirlRkal
Pembcrdayaan Masyftrakai. dan Dcsa mclakukan petnbinaan

fliftlam ptngellolafln PDRDr
121 HeSain Feranekai Dacraji sebagsimanadimaksud pa4aayat(l) ,

PDRD dilakukan oleh A PIPPensaur'iisan daEam penegunaan
DacrsJl KabuptiLen dan Camat

BAB vn
KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 8

Pcraluraci Bupati ini mulai berl&ku scfak Januari 302^
A^ar setiap orartg nfiengciahuinya, mcmeri ntahkan pengundangflii
Ptraiuran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berka Dacrali
Kabupaten Sukamfli'a .

Diteiapkan di Sukamara
pada iaii£gal 80JR

Diundangkan di Bukamara
pada langgaE 10 n&Z’i

IB DAERAH
fcSUKAMARA

BE

v

u\ I
/ JSh

T6 ANA

BER1TA DAERAll KABUPATEN BUKA MARA TAHUN 2025 NQMOR ^
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